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Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Penelitian ini
menggunakan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana
Bagi Hasil Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur sebagai sampel. Pemilihan Kabupaten dan
Kota dilakukan secara acak setelah menentukan jumlah sampel yang dapat diterima yaitu 100% dari
seluruh jumlah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur. Pengujian hipotesis dalam penelitian
menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan program SPSS dan tingkat signifikansi 5%
(0,05). Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi
Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dan Alokasi Khusus dan
Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya
penerimaan dana alokasi khusus atau dana bagi hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap belanja
daerah.

Kata Kunci: Belanja Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus;
Dana Bagi Hasil

Abstract

This research is a quantitative research that aims to determine the effect of Local Government Revenue
and Balancing Fund on Local Expenditure. This research uses data of Local Government Revenue,
General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Revenue Sharing Fund of Regency and City in East
Java Province as sample. Selection of Regency and City is done randomly after determining acceptable
sample amount that is 100% from all Regency and City in East Java Province. Hypothesis testing in
research using Multiple Linear Regression Analysis with SPSS program and 5% significance level (0,05).
The results of the test indicate that the variable of Local Government Revenue and General Allocation
Fund have significant influence to the Regional Expenditure. While the variable of Special Allocation
Fund and Revenue Sharing Fund have an insignificant effect on Local Expenditure. The size of the receipt
of special allocation funds and profit-sharing funds does not significantly influence regional
expenditure.

Keywords: Local Expenditure; Local Government Revenue; General Allocation Fund; Special Allocation
Fund; Revenue Sharing Fund
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PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan masing-masing daerah yang ada di
Indonesia, hal tersebut sejalan dengan awal munculnya kebijakan mengenai
otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah menekan adanya peranan
serta kemampuan pemerintah daerah dalam pembangunan dan juga pengelolaan
keuangan daerah yang diupayakan semakin membaik. Perlunya pemerintah daerah
mengubah komposisi belanja yang sebelumnya didominasi untuk penggunaan
belanja rutin yang relatif kurang produktif, tetapi mengalokasikan belanja yang
mengacu kepada pendanaan atas pengadaan pelayanan umum kepada masyarakat
di berbagai sektor, dengan semakin meningkatnya belanja maka akan dibutuhkan
dana yang besar agar belanja untuk pemerintah dapat terpenuhi (Sorongan, 2013).

Perkembangan dana alokasi belanja daerah ini ditentukan dengan seberapa
besar penerimaan daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan salah satu wewenang
yang diserahkan kepada pemerintah daerah yaitu wewenang untuk menggali
sendiri sumber keuangannya. Pemerintah daerah dapat meningkatkan penerimaan
daerah, dimana melalui hasil pengelolaan sumber daya tersebut akan masuk ke
dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan dialokasikan
sebagai salah satu sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah di samping
sumber-sumber pendapatan yang lain.

Selain dari Pendapatan Asli Daerah, penerimaan daerah juga bersumber dari
dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Ketika penerimaan
pendapatan asli daerah belum mampu untuk memenuhi belanja daerah, pemerintah
daerah mengharapkan adanya dana transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi
dana alokasi belanja daerah setiap tahunnya. Dalam konteks ini, dana perimbangan
yang merupakan penerimaan daerah yang ditransfer dari pusat seringkali dijadikan
sumber pembiayaan untuk mendanai segala kegiatan setiap harinya (UU no.33
Tahun 2004).

Namun pada faktanya ada beberapa daerah yang menyerap anggaran belanja
daerah dengan lambat tetapi penerimaan yang mempengaruhi belanja daerah
mengalami penurunan. Salah satunya seperti Kota Malang pada tahun 2016 sampai
dengan November baru mencapai 64,56%, dari presentase tersebut belanja
langsung mencapai Rp498,92 miliar sedangkan belanja tidak langsung yaitu sebesar
Rp775,9 miliar (Bisnis.com, Malang).

Penelitian sebelumnya tentang Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Devita (2014),
Saputri (2014), Liando (2017), Listiorini (2012), Nur (2015), Abdillah & Mursinto
(2016) dan Naganathan & Sivagnanam (2000), Yulina, dkk (2017) dan Nurlis
(2016). Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
telah dilakukan sebelumnya oleh Devita (2014), Saputri (2014), Liando (2014),
Listiorini (2012), Laksono (2012), Gani (2013), Hapid (2015), Abdillah & Mursinto
(2016), Yulina, dkk (2017) dan Nurlis (2016). Dana Alokasi Khusus yang
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh
Liando (2017), Nur (2015), Laksono (2014), Gani (2013), Hapid (2015), Abdillah &
Mursinto (2016), dan Yulina, dkk (2017).
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Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja
Daerah?

b. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

d. Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap Belanja Daerah?

o

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Menurut Hadi (2014, hlm. 93), menyatakan bahwa Stakeholder adalah
seluruh pihak yang berkaitan secara langsung tidak langsung oleh perusahaan,
seperti pemerintah, perusahaan pesaing, masyarakat sekitar, lingkungan
internasional, lembaga diluar perusahaan (Lembaga Swadaya Masyarakat dan
sejenisnya), kaum minoritas dan lain sebagainya, dimana dengan keberadaanya
sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perusahaan.

Dalam teori ini, masyarakat dan lingkungan sekitar merupakan pemangku
kepentingan atau stakeholder inti suatu entitas yang harus diperhatikan. Menurut
Lako (2011, hlm. 5), teori stakeholder merupakan suatu ukuran kesuksesan suatu
entitas bergantung kepada kemampuan menyeimbangkan beragam kepentingan
dari para stakeholder atau pemangku kepentingan.

Sedangkan menurut Rusdianto (2013, hlm. 37) menyatakan bahwa
keberhasilan suatu program komunikasi ditentukan oleh perencanaan yang tepat.
Sedangkan dalam sebuah program komunikasi yang berdampak tidak bisa disusun
dengan mengesampingkan stakeholder yang nantinya akan terkena dampak
langsung terhadap program komunikasi.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa stakeholder adalah
pihak berkepentingan yang dapat mengendalikan dan juga mampu mempengaruhi
keputusan terhadap pengelolaan sumber-sumber ekonomi agar lebih optimal lagi.

Teori Keagenan

Teori keagenan menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat bagi
hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan
pemerintah. Teori ini menjelaskan mengenai monitoring berbagai macam biaya dan
memaksakan hubungan diantara kelompok ini (Harahap 2011, hlm. 532).

Hubungan keagenan adalah hubungan antara principal dan agen yang di
dalamnya agen bertindak atas nama dan untuk kepentingan para principal dan atas
tindakannya (action) tersebut agen mendapatkan imbalan tertentu (Suwardjono
2010, hlm. 485).

Namun berbeda dengan pendapat Halim & Kusufi (2012, hlm. 128) yang
menyatakan bahwa teori keagenan yaitu teori yang mengenai hubungan antara
prinsipal dengan agen. Dalam konteks teori keagenan tersebut, pemerintah daerah
provinsi/kabupaten/kota dapat bertindak sebagai agen maupun sebagai prinsipal.
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Belanja Daerah

Belanja daerah dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban daerah. Hal ini
sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, belanja Daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. belanja
daerah dapat diartikan sebagai seluruh pengeluaran bendahara umum/daerah yang
akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan, dan pengeluaran ini tidak akan diperoleh kembali pembayarannya
oleh pemerintah (Nordiawan, dkk, 2012, hlm. 187).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa belanja daerah
adalah pengeluaran daerah yang dijadikan kewajiban untuk mendanai semua
pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Setiap Daerah diharapkan untuk dapat
menggunakan anggaran Belanja Daerah ini secara optimal sesuai dengan kebutuhan
akan daerahnya masing-masing.

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, pendapatan asli daerah adalah
pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana Perimbangan

Tujuan dari dana perimbangan termuat dalam PP No. 55 tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan, dimana dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan
keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan antara
Pemerintahan Daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil dari
penerimaan pajak dan Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus.

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa Dana Alokasi
Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk
mendalami kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana alokasi khusus merupakan salah satu komponen dari dana
perimbangan yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk
mendanai kegiatan khusus. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.

Menurut UU No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menyatakan
bahwa dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN
yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu
dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah.
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Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan
suatu daerah dari potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Daerah yang
berpotensi besar dari sumber daya alamnya serta ditunjang dengan sarana maupun
prasarana yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas
masyarakatnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD suatu daerah meningkat, maka dana yang
dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi sehingga Pemerintah Daerah akan
berinisiatif untuk lebih menggali sumber potensi-potensi daerah. Hal ini
menunjukan bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah
untuk melakukan pengeluaran belanja daerah pun akan ikut meningkat (Devita,
dkk, 2014).

Penelitian sebelumnya tentang Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Devita, dkk
(2014), Saputri (2014), Liando (2017), Listiorini (2012), Nur (2015), Abdillah &
Mursinto (2016) dan Naganathan & Sivagnanam (2000). Berdasarkan uraian
tersebut, hipotesis penelitian seperti berikut ini:

Hi: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu sumber pendapatan
penting bagi sebuah daerah. DAU menjadi jaminan kesinambungan
penyelenggaraan Pemerintah Daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan
pelayanan dasar kepada masyarakat. Dana transfer ini akan menambah alokasi
Belanja Daerah yang berguna untuk memenuhi segala pelayanan masyarakat serta
pembangunan daerahnya. Terlebih lagi adanya tujuan untuk pemerataan dengan
memperhatikan kondisi sekitar sehingga perbedaan antara daerah yang maju
dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil.(UU no.33 tahun 2004)
Sehingga dengan ini Pemerintah Daerah akan memacu untuk terus
mengembangkan daerahnya dengan menggunakan Belanja Daerah yang telah
ditetapkan.

Penelitian sebelumnya tentang DAU yang berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Devita (2014), Saputri (2014),
Liando (2014), Listiorini (2012), Laksono (2012), Yulina, dkk (2017) dan Nurlis
(2016). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian seperti berikut ini:

Hz: Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus (DAK) yaitu dana yang diarahkan untuk membantu
membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi prioritas
nasional, khususnya dalam membiayai pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong
percepatan pembangunan daerah (UU NO.23 Tahun 2014). Sedangkan pengadaan
sarana maupun prasarana ini merupakan salah satu urusan pemerintah daerah
untuk memenuhi pelayanan terhadap masyarakat, dimana DAK ini juga menjadi
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dana transfer untuk memenuhi realisasi Belanja Daerah. Belanja Daerah yang
menjadi sarana pembiayaan daerah juga berkesinambungan dengan DAK. Hal ini
mencerminkan bahwa terdapat terdapat urusan pemerintah daerah yaitu terkait
dengan pelayanan masyarakat menjadi prioritas nasional yang perlu didanai, maka
dapat diproksikan bahwa Belanja Daerah juga akan ikut meningkat.

Penelitian sebelumnya tentang DAK yang berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Liando (2017), Nur (2015),
Laksono (2014), Gani (2013), Hapid (2015). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis
penelitian seperti berikut ini:

Hs: Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang cukup potensial dan juga modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan
dana pembangunan dari pemerintah pusat serta memenuhi belanja daerah. Sasaran
dan tujuan kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah dalam rangka
desentralisasi dapat diwujudkan dengan mengeluarkan belanja daerah dimana
penerimaan dalam pengeluaran belanja ini dapat diterima dari DBH dan
dikeluarkan dengan anggaran, alokasi hingga proporsi (yang tepat (UU no. 23 Tahun
2014). DBH yang diterima setiap daerah akan digunakan untuk membiayai
pengeluaran, dimana belanja masuk diantara pengeluaran tersebut. Artinya jika
penerimaan DBH yang diterima daerah meningkat maka Belanja Daerah pun akan
ikut meningkat.

Penelitian sebelumnya tentang DBH yang berpengaruh signifikan terhadap
Belanja Daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Liando (2017), Yulina, dkk (2017)
dan Hapid (2015). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian seperti berikut
ini:

Ha4: Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Pengukuran Belanja Daerah

Belanja Daerah diukur dengan menggunakan total Belanja Daerah yang
diambil dari Laporan Operasional di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Rumus 1. Pengukuran Belanja Daerah
Belanja Daerah = Ln(Total Belanja Daerah)................... (D

Belanja Daerah diproksikan menggunakan rumus Ln Total Belanja Daerah.

Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan agar data penelitian yang memiliki

perbedaan angka satuan dapat terdistribusi dengan normal. Skala data diukur
menggunakan skala rasio.
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Pengukuran Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah diukur dengan menggunakan total Pendapatan Asli
Daerah yang diambil dari Laporan operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD).

Rumus 2. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah = Ln(Total Pendapatan Asli Daerah)............ (2)

Pendapatan Asli Daerah diproksikan menggunakan rumus Ln Total
Pendapatan Asli Daerah. Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan agar data
penelitian yang memiliki perbedaan angka satuan dapat terdistribusi dengan
normal. Skala data diukur menggunakan skala rasio.

Pengukuran Dana Perimbangan

Pengukuran Dana Perimbangan dalam variabel ini diproksikan ke dalam
variabel Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Dana
Alokasi Umum diukur dengan menggunakan total Dana Alokasi Umum yang diambil
dari Laporan Operasional pada Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD).

Rumus 3. Pengukuran Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum = Ln(Total Dana Alokasi Umum)............ (3)

Dana Alokasi Umum diproksikan menggunakan rumus Ln Total Dana Alokasi
Umum. Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan agar data penelitian yang
memiliki perbedaan angka satuan dapat terdistribusi dengan normal. Skala data
diukur menggunakan skala rasio. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus diukur
dengan menggunakan total Dana Alokasi Khusus yang diambil dari Laporan
Operasional pada Laporan Keuangan pemerintah Daerah (LKPD).

Rumus 4. Pengukuran Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus = Ln(Total Dana Alokasi Khusus)............ (4)

Dana Alokasi Khusus diproksikan menggunakan rumus Ln Total Dana
Alokasi Khusus. Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan agar data penelitian
yang memiliki perbedaan angka satuan dapat terdistribusi dengan normal. Skala
data diukur menggunakan skala rasio.

Dana Bagi Hasil diukur dengan menggunakan total Dana Bagi Hasil yang
diambil dari Laporan Operasional pada Laporan Keuangan pemerintah Daerah
(LKPD).

Rumus 5. Pengukuran Dana Alokasi Khusus

Dana Bagi Hasil = Ln(Total Dana Bagi Hasil)............ (5)
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Dana Bagi Hasil diproksikan menggunakan rumus Ln Total Dana Bagi Hasil.
Penggunaan natural log (Ln) dimaksudkan agar data penelitian yang memiliki
perbedaan angka satuan dapat terdistribusi dengan normal. Skala data diukur
menggunakan skala rasio.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis tersusun dalam sebuah arsip
(data dokumenter) yang telah dipublikasikan. Data sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari data eksternal yaitu data LKPD yang telah diaudit dan
dipublikasikan di Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) periode 2015-2016.
Pengumpulan data serta bahan-bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui
penelitian kepustakaan dan observasi pada LKPD yang diperoleh langsung dari BPK
RI untuk memperoleh data laporan keuangan auditan.

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan menggunakan analisis regresi linier berganda yang dapat mengukur
kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan dibantu program
komputer yaitu SPSS 23 dan Microsoft Excel 2013 serta untuk membuktikan
hipotesisi yang telah dibuat maka dilakukan uji hipotesis. Persamaan regresi linier
berganda dalam penelitian ini adalah:

Rumus 6. Model Penelitian

Y = a+ﬁ1X1 +ﬁ2X2 +B3X3 +B4X4,+€ ............ (6)
Keterangan :
Y = Belanja Daerah (BD)
X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
X2 = Dana Alokasi Umum (DAU)
X3 = Dana Alokasi Khusus (DAK)
X4 = Dana Bagi Hasil (DBH)
€ = Error
HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran
terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian yang dilihat dari nilai
minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi (Ghozali, 2013, hlm. 19)
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Tabel 1. Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
BD 48 27,8568 28,5712 28,220298 ,1911372
PAD 48 25,4093 27,3004 26,195929 ,4251528
DAU 48 27,2953 27,9678 27,607833 ,1404522
DAK 48 24,8715 26,8917 25,889842 ,6021949
DBH 48 24,6952 25,7304 25,101727 , 2555787

Valid N (listwise) 48
Sumber: Data sekunder yang diolah

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat secara keseluruhan bahwa variabel Belanja
Daerah memiliki nilai terendah sebesar 27,8568 yang dimiliki oleh Kabupaten
Situbondo pada tahun 2015 dan nilai tertinggi yaitu sebesar 28,5712 yang dimiliki
oleh Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2015. Nilai terendah variabel Pendapatan
Asli Daerah sebesar 25,4093 yang dimiliki oleh Kabupaten Magetan pada tahun
2015 dan nilai tertinggi yaitu sebesar 27,3004 yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik
pada tahun 2016. Nilai terendah variabel Dana Alokasi Umum sebesar 27,2953 yang
dimiliki oleh Kabupaten Pacitan pada tahun 2015 dan nilai tertinggi yaitu sebesar
27,9678 yang dimiliki oleh Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016. Nilai terendah
variabel Dana Alokasi Khusus sebesar 24,8715 yang dimiliki oleh Kabupaten
Jombang pada tahun 2015 dan nilai tertinggi yaitu sebesar 26,8917 yang dimiliki
oleh Kabupaten Tulungagung pada tahun 2016. Nilai terendah variabel Dana Bagi
Hasil sebesar 24,6952 yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek pada tahun 2015
dan nilai tertinggi yaitu sebesar 25,7304 yang dimiliki oleh Kabupaten Gresik pada
tahun 2016.

Berdasarkan Tabel 2 di bawah hasil uji Kolmogorov-Smirnov diketahui
bahwa nilai Asymp. Sig adalah 0,200. Dapat dikatakan bahwa data terdistribusi
normal dan memenuhi asumsi normalitas karena nilai yang diperoleh pada Asymp.
Sig lebih besar dari 0,05 (0,200>0,05).

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

Unstandardized
Residual

N 48
Normal Mean ,0000000
Parametersab Std. Deviation ,08155551
Most Extreme Absolute 109
Differences Positive ,109

Negative -,077
Test Statistic ,109
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200¢4

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)
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Berdasarkan hasil pengujian Tabel 3, didapatkan bahwa nilai tolerance untuk
masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF (Variance Inflation
Factor) lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukan bahwa variabel independen tidak
terjadi gejala multikolinearitas.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas

Collinearity
Model Statistics
Tolerance VIF

(Constant)

PAD ,564 1,772
1 DAU ,588 1,701

DAK ,825 1,213

DBH 742 1,347

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolahan (2019)
Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa nilai signifikansi untuk
masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukan bahwa

tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Glejser

Model Sig.
(Constant) ,775
PAD ,768

1 DAU ,847
DAK ,695
DBH ,810

a. Dependent Variable:

Glejser_4

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)

Berdasarkan pengujian di atas, menunjukan bahwa nilai Adjusted R Square
sebesar 0,801 atau sebesar 80,1%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase
pengaruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana
Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) terhadap variabel dependen (Belanja Daerah)
sebesar 80,1%, sisanya 19,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
dalam penelitian ini atau faktor-faktor lain yang terdiri dari Luas Wilayah, Jumlah
Penduduk, dan Produk Domestik Regional Bruto.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model R R Adjusted R Std. Err_'or of the
Square Square Estimate
1 ,9042 ,818 ,801 ,0852645

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: BD
Sumber: Data sekunder yang diolah
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Model Regresi Berganda

Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Unstandardized Standardized t-test  p-values
Model Coefficients Coefficients
B Std. Error Beta
(Constant) 3,803 2,750 1,383 ,174
Pendapatan Asli Daerah ,238 ,039 ,530 6,115 ,000
1 Dana Alokasi Umum ,674 ,115 ,495 5,839 ,000
Dana Alokasi Khusus -017 ,023 -,053 -, 745 461
Dana Bagi Hasil -,009 ,056 ,000 ,002 ,999

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber: Data sekunder yang diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 6 di atas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai
berikut:

Belanja Daerah = 3,803 + 0,238PAD + 0,674DAU - 0,017DAK - 0,009DBH

Berdasarkan rumus regresi linier berganda di atas dapat diketahui bahwa
nilai konstanta sebesar 3,803. Hal ini menunjukan bahwa jika variabel independen
yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana
Bagi Hasil dianggap konstan atau 0, maka Belanja Daerah nilainya sebesar 3,803.
Artinya, berdasarkan pengujian atas sampel penelitian, dengan asumsi bahwa
seluruh nilai variabel independen adalah 0, maka besarnya Belanja Daerah
Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yaitu sebesar 3,803.

Berdasarkan hasil model persamaan regresi yaitu diman variabel PAD, DAU,
DAK, dan DBH dapat dijelaskan bahwa jika variabel tersebut mengalami kenaikan
satu satuan, maka PAD akan menaikkan Belanbja Daerah 0, 238, DAU menaikkan
Belanja daerah 0,674, DAK akan menaikkan Belanja Daerah 0.017, DBH akan
menaikkkan Belanja Daerah 0, 009

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Hipotesis pertama menunjukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis
dimana nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000. Yang berarti hipotesis pertama
pertama ditolak yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
terhadap Belanja Daerah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Devita, dkk (2014), Saputri (2014), Liando (2017), Listiorini (2012),
Nur (2015), Abdillah & Mursinto (2016) dan Naganathan & Sivagnanam (2000),
Yulina, dkk (2017) dan Nurlis (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun penelitian ini tidak
sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sorongan (2013) dan
Sasana (2011) yang menunjukan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh
signifikan terhadap belanja daerah. menunjukkan bahwa Ho: ditolak dan Hai
diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh
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signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya, dengan peningkatan Pendapatan Asli
Daerah, sejalan dengan meningkatnya jumlah Belanja Daerah.

Hal penelitian ini tercermin pada salah satu data sampel yaitu Kabupaten
Jombang pada tahun 2015 dan 2016 masing-masingnya yaitu sebesar Rp.
355.794.521.732,96 dan Rp. 393.179.369.812,71 dimana jumlah keduanya
melampaui nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp.
261.076.852.490,37 serta hal tersebut diikuti dengan meningkatnya Belanja Daerah
pada kedua tahun tersebut yaitu sebesar Rp. 1.917.622.378.687,16 dan Rp.
2.146.035.591.839,87.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian seperti berikut ini:

Hi: variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki thitung sebesar 6,115

sedangkan ttabel sebesar 2,01669 dan nilai thitung > trabel dengan signifikansi

0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ho1 ditolak dan Hai diterima,

sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah. Artinya, dengan peningkatan

Pendapatan Asli Daerah, sejalan dengan meningkatnya jumlah Belanja

Daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah

Hipotesis kedua menunjukan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis
dimana nilai Dana Alokasi Umum sebesar 0,000. Yang berarti hipotesis pertama
pertama ditolak yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh
terhadap Belanja Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Devita (2014), Saputri (2014), Liando (2014), Listiorini (2012),
Laksono (2012), Gani (2013), Hapid (2015), Abdillah & Mursinto (2016), Yulina, dkk
(2017) dan Nurlis (2016) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Namun hasil penelitian ini
berbanding terbalik dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sorongan
(2013) dan Nur (2015) menunjukan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh
signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini tercermin pada salah satu sampel yaitu Kabupaten
Sumenep pada tahun 2015 dan 2016 masing-masingnya yaitu sebesar Rp.
1.010.159.421.000,00 dan Rp. 1.110.487.853.000,00 dimana jumlah keduanya
melampaui nilai rata-rata Dana Alokasi Umum yaitu sebesar Rp.
986.651.484.057,96 serta diikuti dengan meningkatnya Belanja Daerah pada
masing-masing tahun tersebut yaitu sebesar Rp. 1.731.456.088.064,03 dan Rp.
2.007.976.748.073,92.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian seperti berikut ini:

Hz: variabel Dana Alokasi Umum memiliki thitung sebesar 5,839 sedangkan

trabel Sebesar 2,01669 dan nilai thitung > trabel dengan signifikansi 0,000 < 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Ho2 ditolak dan Haz diterima, sehingga dapat

disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap

Belanja Daerah. Artinya, dengan peningkatan Dana Alokasi Umum, sejalan

dengan meningkatnya jumlah Belanja Daerah.
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Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah

Hipotesis ketiga menunjukan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh
signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji hipotesis
dimana nilai Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000. Yang berarti hipotesis H-3
ditolak yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap
Belanja Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
Handayani (2012) dan Listiorini (2012) yang menunjukan bahwa Dana Alokasi
Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah

Hasil uji t (parsial) terkait variabel Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah
seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2016 dengan
tingkat signifikansi untuk variabel Dana Bagi Hasil dengan hasil 0,999 > 0,05, yang
menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan
terhadap Belanja Daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Listiorini (2012) dan Abdillah & Mursinto (2016) menunjukan
bahwa Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Liando (2017),
Yulina, dkk (2017) dan Hapid (2015) yang menunjukan bahwa Dana Bagi Hasil
berpengaruh siginifikan terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian ini tercermin pada salah satu sampel yaitu Kabupaten
Bangkalan pada tahun 2015 dan 2016 masing-masingnya yaitu sebesar Rp.
94.556.538.627,00 dan Rp. 70.645.441.065,00 dimana jumlah dari tahun tersebut
mengalami penurunan hingga dibawah dari nilai rata-rata Dana Bagi Hasil yaitu
sebesar Rp. 82.450.809.754,92. Hal ini juga tidak sesuai dengan realisasi Belanja
Daerah Kota Malang pada tahun 2015 mencapai Rp. 1.631.371.947.684,48, lalu pada
tahun selanjutnya realisasi Belanja Daerah justru mengalami penurunan menjadi
sebesar Rp. 2.226.577.839.969,79.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis penelitian seperti berikut ini:

Ha: bahwa variabel Dana Bagi Hasil memiliki thitung Sebesar 0,002 sedangkan

trabel Sebesar 2,01669 dan nilai thitung < trabel dengan signifikansi 0,999 > 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa Hos4 diterima dan Has ditolak, sehingga dapat

disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap

Belanja Daerah.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli
Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap
Belanja Daerah. Setelah diadakannya analisis dan pengujian hipotesis Pendapatan
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil
terhadap Belanja Daerah pada 38 Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang
datanya diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) selama tahun 2014
hingga 2016.

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian dapat disimpulkan hasil penelitian
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap
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Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya penerimaan
Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Dana Alokasi
Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan
bahwa besar atau kecilnya penerimaan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap
Belanja Daerah. Alokasi Khusus berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja
Daerah. Hal ini membuktikan bahwa besar atau kecilnya penerimaan Dana Alokasi
Khusus tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah. Dana Bagi Hasil
berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini membuktikan bahwa
besar atau kecilnya penerimaan Dana Bagi Hasil tidak signifikan pengaruhnya
terhadap Belanja Daerah.

Keterbatasan

Pada penelitian ini terdapat beberapa nilai data yang terlalu ekstrem,
sehingga hal tersebut menyulitkan peneliti untuk mengolah data penelitian. Ada
beberapa daerah yang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah disajikan dalam bentuk scan yang hasilnya tidak mudah untuk
dibaca sehingga untuk melihat Laporan Realisasi Anggaran yang digunakan dalam
penelitian ini harus memeriksa Catatan Atas Laporan Keuangan terlebih dahulu.

Saran

Peneliti selanjutnya di sarankan dapat melakukan penelitian dengan
penambahan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi Belanja
Daerah dan dapat melakukan penelitian dengan data atau sampel dalam rentang
waktu yang lebih panjang serta populasi yang lebih luas.

Pemerintah daerah disarankan lebih mampu untuk mengelola Belanja
Daerah dengan baik lagi sehingga penyerapan Belanja Daerah dapat direalisasikan
secara optimal lagi ke depannya. Dimana realisasi Belanja Daerah dalam bentuk
pengadaan pelayanan masyarakat sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat.
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